PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN

PERATURAN BUPATI MADIUN

NOMOR 1B TAHUN 2017
TENTANG

REMUNERASI JASA PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DOLOPO KABUPATEN MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

Menimbang : a. bahwa jasa pelayanan yang berlaku di Rumah Sakit

Umum Daerah Dolopo Kabupaten Madiun merupakan

imbalan yang di terima oleh Pegawai Rumah Sakit

Umum Daerah Dolopo atas kerjasama pelayanan yang

telah diberikan;

b. bahwa guna meningkatkan mutu pelayanan, kepuasan

pelanggan, kinerja pegawai

Rumah Sakit Umum

Daerah Dolopo dan kelancaran pelaksanaan tugas,

agar dapat berjalan dengan lancar serta memenuhi

rasa keadilan, kebersamaan dan keterbukaan, sangat

perlu diberikan jasa pelayanan yang diberikan secara

langsung dan tidak langsung berdasarkan remunerasi;

sebagaimana

c. bahwa Dberdasarkan pertimbangan

dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan

dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara;
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11.
12.

13.

14.

15.

Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang
Praktik Kedokteran

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan;

Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit;

Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang

Tenaga Kesehatan;

Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang

Tentang Keperawatan,;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014

tentang Pedoman Pelaksanaan Program JKN;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014

tentang Standard Tarif JKN;

Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun
2003 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13
Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum Kabupaten
Madiun;

Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Madiun;



Menetapkan

16.

17.

18.

Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2011 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi

Pelayanan Kesehatan;

Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2015 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2016;

Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016 tentang
Perubahan Struktur Dan Besar Tarif Retribusi
Pelayanan Kesehatan Pada Peraturan Daerah
Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2010 tentang

Retribusi Jasa Umum;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI MADIUN TENTANG REMUNERASI
JASA PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOLOPO
KABUPATEN MADIUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai

unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun.

3. Bupati adalah Bupati Madiun.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun.

5. Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo yang selanjutnya disingkat RSUD

Dolopo Kabupaten Madiun merupakan Rumah Sakit Umum Daerah

Kabupaten Madiun yang berkedudukan di Kecamatan Dolopo

Kabupaten Madiun.

6. Direktur adalah Direktur pada RSUD Dolopo Kabupaten Madiun.

7. Pejabat Struktural adalah Kepala Bagian/Kepala Bidang dan Kepala

Sub Bagian/Kepala Seksi pada RSUD Dolopo Kabupaten Madiun.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Dokter Organik adalah Dokter Spesialis, Dokter Spesialis Konsultan,
Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Gigi Spesialis yang merupakan
karyawan tetap atau berstatus Pegawai Negeri Sipil ( PNS ), maupun
Dokter Non PNS dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ( PKWT )
yang mendapatkan Honor tetap dari RSUD Dolopo.

Dokter Non Organik adalah Dokter yang bukan karyawan tetap RSUD
Dolopo Kabupaten Madiun dan tidak mendapatkan Honor tetap dari
RSUD Dolopo, tetapi diberikan kewenangan klinis oleh direktur untuk
melakukan perawatan atau melakukan tindakan di RSUD Dolopo
Kabupaten Madiun.

Dokter Operator adalah Dokter Penanggung Jawab Pelayanan ( DPJP ) yang
melakukan tindakan medis dan mempunyai tanggung jawab penuh atas
proses terapi.

Dokter Pendamping adalah dokter / dokter gigi / dokter spesialis yang
mendampingi dokter penanggung jawab pelayanan ( DPJP ) sebgai bagian
dari tujuan atas tindakan medis yang dilakukan .

Residen adalah dokter peserta program pendidikan spesialis 1 dan
spesialis 2 pada RSUD Dolopo Kabupaten Madiun.

Karyawan adalah karyawan RSUD Dolopo Kabupaten Madiun yang
berstatus Pegawai egeri Sipil ( PNS ) dan Perjanjian Kontrak Waktu
Tertentu ( PKWT ).

Gaji adalah upah dasar yang bersumber dari pemerintah bagi Pegawai
Negeri Sipil maupun kontrak.

Tunjangan adalah kompensasi yang diberikan rumah sakit kepada
pejabat dilingkungan rumah sakit.

Sistem Remunerasi adalah sistem yang mengatur pembagian jasa
pelayanan yang diberlakukan di lingkungan RSUD Dolopo Kabupaten
Madiun.

Jasa pelayanan adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh
tenaga dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, keperawatan,
tenaga administrasi, dan tenaga penunjang lainnya, terdiri dari jasa
pelayanan langsung dan jasa pelayanan tidak langsung.

Jasa pelayanan langsung adalah jasa pelayanan yang diterima oleh
tenaga medis, kelompok tenaga keperawatan setara dan tenaga non
kesehatan sesuai proporsi yang sudah ditentukan.

Jasa pelayanan tidak langsung adalah tambahan penghasilan yang

diberikan kepada seluruh pegawai berbasis kinerja.



20. Jasa medis adalah pendapatan individu yang dihasilkan akibat

21.

pelayanan tenaga medis dan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit.

Jasa keperawatan dan penunjang medis adalah pendapatan kelompok
yang dihasilkan akibat pelayanan keperawatan dan penunjang medik
secara berkelompok merupakan bagian dari jasa pelayanan rumah

sakit.

BAB 11
AZAS
Pasal 2

Sistem pembagian jasa pelayanan berazaskan tiga hal yaitu :

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Proporsionalitas yang diukur dengan besarnya pendapatan Rumah Sakit;
Kesetaraan yang memperhatikan pelayanan sejenis dan
Kepatutan yang melihat kemampuan rumah sakit dalam memberikan Jasa

pelayan kepada karyawan.

BAB III
DISTRIBUSI JASA PELAYANAN
Bagian Pertama
Distribusi Jasa Pelayanan Pasien Umum
Pasal 3

Jasa pelayanan untuk pasien umum berdasarkan tarif berlaku yang sudah

ada rincian jasa pelayanannya.

Setiap penghasil jasa diwajibkan memberikan kontribusi jasa pelayanan.
Distribusi jasa pelayanan terdiri dari jasa pelayanan langsung dan jasa
pelayanan tidak langsung.

Direktur diberikan jasa pelayanan langsung sebesar 5% (lima persen) dan pejabat
struktural sebesar 7% (tujuh persen) dari proporsi jasa pelayanan.

Tenaga Dokter Organik RSUD Dolopo baik tenaga Dokter Umum maupun Dokter
Spesialis diberikan jasa pelayanan langsung sebesar 50% (lima puluh persen)
dari proporsi jasa pelayanan dan sisanya sebesar 38% (tiga puluh delapa persen)
masuk dalam sistem remunerasi jasa pelayanan rumah sakit.

Untuk tenaga Dokter Non Organik di RSUD Dolopo diberikan jasa pelayanan
langsung sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari proporsi jasa pelayanan dan
sisanya 18% (delapanbelas persen) masuk dalam sistem remunerasi jasa
pelayanan rumah sakit.

Untuk jasa pelayanan langsung di rawat jalan baik dr. Organik maupun dr. Non

Organik dianggap 100% (seratus persen) di distribusikan sebagai berikut 80%



(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(1)

(delapan puluh persen) untuk dr. Spesialis dan 20% (dua puluh persen) untuk

dr. Umum.

Jasa pelayanan tindakan operatif meliputi :

1. Jasa pelayanan yang diterimakan Dokter Organik maupun Non Organik
dianggap 100%, adapun distribusinya sebagai berikut :

a. 70% Untuk DPJP di jadikan 100% di distribusikan 90% untuk DPJP dan
10% (sepuluh persen) untuk Tim OK.

b. 30% (tiga puluh persen) Untuk dr. Anastesi dijadikan 100% (seratus
persen) di distribusikan 80% (delapan puluh persen) untuk dr. Anastesi
20% (dua puluh persen) untuk Penata Anastesi.

2. Jasa pelayanan untuk tindakan Operatif ada dokter pendamping jasa
pelayanan yang diterima dianggap 100% (seratus persen) di distribusikan
sebagai berikut :

a. 65% (enam puluh persen) untuk DPJP;

b. 20% (dua puluh persen) Untuk dr. Anastesi dijadikan 100% (seratus
persen) di distribusikan 80% (delapan puluh persen) untuk dr. Anastesi
20% (dua puluh persen) untuk Penata Anastesi;

c. 15% (lima belas persen) untuk dr. Spesialis Pendamping.

Sisa jasa pelayanan masuk dalam sistem remunerasi rumah sakit di jadikan

100% di distribusikan pada jasa pelayanan langsung 44% (empat puluh empat

persen), jasa pelayanan tidak langsung 56% (lima puluh enam persen).

Jasa pelayanan langsung diberikan kepada individu atau kelompok yang

menghasilkan jasa pelayanan sesuai dengan proporsi yang telah ditentukan

dalam sistem remunerasi jasa pelayanan langsung ini yaitu sebesar 44% (empat
puluh empat persen).

Jasa pelayanan tidak langsung diberikan kepada seluruh karyawan rumah sakit

sesuai dengan proporsi yang telah ditentukan dalam sistem remunerasi jasa

pelayanan tidak langsung ini yaitu sebesar 56% (lima puluh enam persen).

Pembagian jasa pelayanan tidak langsung kepada seluruh karyawan

berdasarkan indexing yang telah ditetapkan dalam sistem remunerasi yang

disepakati.

Bagian Kedua
Distribusi Jasa Pelayanan Pasien BPJS dan Pelayanan Kesehatan Bagi
Masyarakat Miskin Propinsi Jawa Timur

Pasal 4

Jasa pelayanan untuk pasien BPJS, Jaminan Kesehatan Masyarakat

Daerah dan lainnya yang penggantian biaya pelayanan berbentuk paket



(2)

(3)

(4)

(5)

(1)
(2)

(3)

(4)

maka jasa pelayanan sebesar 44% dari jumlah biaya paket yang diterima.

Setiap penghasil jasa pelayanan diwajibkan memberikan kontribusi

remunerasi.

Distribusi jasa pelayanan terdiri dari jasa pelayanan langsung dan jasa

pelayanan tidak langsung.

Jasa pelayanan tidak langsung berasal dari jasa pelayanan 44% dari paket
dikurangi jasa manajemen dan jasa pelayanan langsung, yang dibagi

kepada seluruh karyawan RSUD berdasarkan index.

Untuk pengelola dan manajemen, pembina, pejabat struktural, dan
pejabat fungsional serta dokter dapat diberikan honorarium sebagai
insentif yang berasal dari jasa rumah sakit dan jasa lain dapat diberikan
honorarium dan diambilkan dari jasa rumah sakit yang diatur tersendiri

dengan Keputusan Direktur.

Bagian Ketiga
Jasa Pelayanan Langsung
Pasal 5

Setiap penghasil jasa berhak untuk medapatkan konstribusi atas jasanya.
Jasa pelayanan diberikan pada individu atau kelompok yang menghasilkan
pendapatan sesuai dengan proporsi yang ditetapkan sebagai berikut :

e 56% (lima puluh enam persen) untuk operasional rumah sakit;

e 44% (empat puluh empat persen) untuk jasa pelayanan.
Jasa pelayanan 44% (empat puluh empat persen) dijadikan 100% (seratus
persen) didistribusikan sebagai jasa manajemen 20% (dua puluh persen),

jasa pelayanan langsung 65% (enam puluh lima persen), jasa tidak

langsung 15% (lima belas persen).

Proporsi jasa pelayanan langsung dikembalikan kepada masing-masing
ruangan, besaran jasa pelayanan langsung pada pelayanan rawat jalan
maupun rawat inap yang telah ditentukan yaitu 65% (enam puluh lima
persen) dijadikan 100% (seratus persen) dengan rincian pembagian sebagai
berikut :

e 60% (enam puluh persen) untuk jasa dokter;

e 40% (empat puluh persen) untuk jasa perawat/bidan dan penunjang

pelayanan.

Proporsi jasa pelayanan langsung sebagai jasa dokter yaitu sebesar 60%



(enam puluh persen) dijadikan 100% (seratus persen) dengan rincian

pembagian sebagai berikut :

a.

Pada pasien non bedah ditetapkan jasa dokter penanggung jawab
pelayanan utama sebesar 80% (delapan puluh persen) sedangkan
kelompok dokter umum dan dokter gigi sebesar 20% (dua puluh

persen).

Pada pasien bedah ditetapkan jasa medis dokter penanggung jawab
pelayanan utama sebesar 85% (delapan puluh lima persen) sedangkan

kelompok dokter umum dan dokter gigi sebesar 15% (lima belas persen).

Jika pasien dirawat bersama ditetapkan proporsi jasa dokter
penanggung jawab utama sebesar 50% (lima puluh persen), dokter
kedua 35% (tiga puluh lima persen) sedangkan kelompok dokter umum

dan dokter gigi sebesar 15% (lima belas persen).

Pada pasien dengan tindakan bedah di ruang operasi ditetapkan jasa
medis sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) untuk tim operasi,
sedangkan kelompok dokter umum dan dokter gigi sebesar 5% (lima
persen).
Jasa medis sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) untuk tim
operasi dijadikan 100% (seratus persen) dengan pembagian sebagai
berikut;
1. Jika tindakan bedah oleh dokter penanggung jawab pelayanan
(DPJP) dengan dokter pendamping atau rawat bersama maka,;
e 60% (enam puluh persen) untuk dokter DPJP
e 20% (dua puluh persen) untuk dokter anestesi
e 20% (dua puluh persen) untuk dokter pendamping atau rawat
bersama
2. Jika tindakan bedah oleh dokter DPJP tanpa dokter pendamping
maka;
e 75% (tujuh puluh lima persen) untuk dokter DPJP
e 25% (dua puluh lima persen) untuk dokter anestesi
Jika dilakukan pemeriksaan penunjang radiologi maka dokter ahli
radiologi diberikan jasa dokter maksimal sebesar 20% dari jasa dokter
yang diterima dokter penanggung jawab pelayanan.
1. Pemeriksaan radiologi sederhana atau yang setara sebesar 10%

(sepuluh persen);



()

(6)

(1)

2. Pemeriksaan radiologi sedang atau yang setara sebesar 15% (lima
belas persen);
3. Pemeriksaan radiologi canggih atau yang setara sebesar 20% (dua

puluh persen).

f. Seluruh kontribusi yang diterima oleh kelompok dokter umum dan
dokter gigi dijadikan 100% (seratus persen) kemudian didistribusikan

kepada dokter umum dan dokter gigi berdasarkan skor.

Proporsi jasa pelayanan langsung  sebagai jasa perawat/bidan dan
penunjang medis sebesar 40% (empat puluh persen) dijadikan 100%

(seratus persen) dengan rincian pembagian sebagai berikut :

a. 85% (delapan puluh lima persen) untuk perawat/bidan ruang

pelayanan dan
b. 15% (lima belas persen) untuk petugas penunjang pelayanan.

Pelayanan ambulance/mobil jenazah ditetapkan jasa pelayanan langsung
sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari 44% (empat puluh empat
persen) tarif, dijadikan 100% (seratus persen) didistribusikan sebagai

berikut :

a. Proporsi jasa pelayanan langsung mobil ambulance didistribusikan
kepada pendamping 60% (enam puluh persen) dan pengemudi 40%

(empat puluh persen) dan

b. Proporsi jasa pelayanan langsung mobil jenazah didistribusikan kepada

pengemudi 100% (seratus persen).

Bagian keempat
Jasa Pelayanan Manajemen
Pasal 6

Penetapan jasa pelayanan Pimpinan RSUD, mempertimbangkan faktor-
faktor yang berdasarkan;
a. Ukuran (size) dan jumlah aset yang dikelola RSUD;
b. tingkat pelayanan;
. produktivitas;

c
d. pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejenis;

®

kemampuan pendapatan RSUD dan

i

kinerja operasional RSUD dengan mempertimbangkan antara lain

indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat;



(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)
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Jasa pelayanan manajemen sebesar 20% (dua puluh persen) dijadikan 100%
(seratus persen) didistribusikan kepada direktur, pejabat struktural, pejabat
keuangan dan pejabat teknis, pejabat fungsional, dengan perhitungan
sebagai berikut :

a. Direktur ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen);

b.  Pejabat struktural ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen);

C. Pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan sebesar 20% (dua

puluh persen); dan

d. Pejabat fungsional ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Bagian Kelima
Jasa Pelayanan Tidak Langsung

Pasal 7

Jasa pelayanan tidak langsung berasal dari jasa pelayanan 44% (empat
puluh empat persen) dari paket yang diterima dikurangi jasa manajemen
dan jasa pelayanan langsung.

Dana jasa pelayanan tidak langsung merupakan kontribusi dari setiap
penghasil jasa.

Distribusi jasa pelayanan tidak langsung dibagi berdasarkan indexing yang

ditetapkan.

Bagian Keenam
Pembayaran Jasa Pelayanan

Pasal 8

Jasa pelayanan langsung maupun tidak langsung pasien tunai dibayarkan
pada bulan berikut, setelah pelayanan dalam bulan berjalan selesai.

Jasa pelayanan langsung maupun tidak langsung pasien jaminan pihak 3
dibayarkan pada bulan berikutnya setelah mendapatkan klaim.

Besaran jasa pelayanan langsung maupun jasa pelayanan tidak langsung
bagi karyawan bisa berbeda setiap bulan bergantung kepada besar kecilnya
pendapatan jasa pelayanan.

Pejabat yang berwenang membayarkan jasa pelayanan adalah direktur

rumah sakit melalui PPTK dan PPkom yang menangani jasa pelayanan.
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BAB IV

PERHITUNGAN SKOR / REMUNERASI

Pasal 9

(1) Indexing Remunerasi Jasa Pelayanan karyawan, dihitung berdasarkan

indikator penilaian :

a.
b.
C.
d.
e.
f.

Masa Kerja di RSUD (basic index)
Gaji (basic index)
Pendidikan (competency index)

Resiko Kerja (risk index)

Tingkat Kegawat Daruratan (emergency index)

Jabatan Yang Disandang (position index)

(2) Perhitungan Skor / Index dengan sistem Remunerasi Jasa Pelayanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai berikut :

a.

b.

Masa Kerja Di RSUD Dolopo (basic index)

1. Masa kerja pegawai untuk semua karyawan PNS maupun Non

PNS dihitung mulai per 1 Juli 2011.

2. Nilai index masa kerja adalah sebagai berikut :

Masa Kerja Index
0 -1 0
1 -2 1
2 -4 2
4 - 6 3
6 - 8 4
8 —10 5
10-12 6
12 - 14 7
14 - 16 8
16 — seterusnya 9

3. Dikalikan Rating 2

Berdasar Gaji (basic index)

1. Penghitungan index didasarkan pada setiap nilai

mendapat 1 index

100 ribu

2. Untuk pegawai PNS besaran gaji dimaksud adalah sesuai dengan

daftar gaji pokok terakhir

3. Untuk pegawai Non PNS besaran gaji dimaksud adalah sesuai

daftar gaji pokok PNS / CPNS terendah di RSUD Dolopo.
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Untuk pegawai baru 1-3 bulan belum mendapat remunerasi, 4
bulan 25 %, 5 bulan 50 %, 6 bulan 75 % dan bulan ke 7
mendapat 100 %.

Dikalikan Rating 1

Berdasarkan Pendidikan (competency index)

1.

Untuk pegawai CPNS , tingkat pendidikan yang digunakan untuk

penghitungan index adalah yang sesuai dengan tingkat

pendidikan yang diakui di SK kepegawaiannya ;

Untuk pegawai PNS yang belum mendapatkan penyesuaiab

jjazah, tingkat pendidikan yang digunakan untuk penghitungan

index adalah sesuai dengan tingkat pendidikan terakhir.

Diperhitungkan setekah jangka waktu 1 ( satu ) tahun sejak

tanggal diterbitkannya ijazah tersebut ;

Untuk pegawai Non PNS, tingkat pendidikan yang digunakan

untuk penghitungan index adalah sebagai berikut ;

(a) Tenaga : Perawat, Bidan, Analis Laboratorium dan Apoteker
adalah setara dengan pendidikan D 3

(b) Tenaga : Kasir, Administrasi dan Asisten Apoteker adalah
setara dengan pendidikan SMA

Nilai index tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

Pendidikan Index

SD 1

SMP 2

SMU / AA 3

D1 4

DIII 5

SARJANA 6

Dr,Drg,Ners, SKp, Apoteker 7

S2 8

Spesialis 10

Dikalikan Rating 2

Berdasarkan Resiko Kerja (risk index);

1.

Merupakan nilai resiko berdasarkan kemungkinan terpapar
penyakit walaupun yang bersangkutan sudah menggunakan

standar pengamanan atau yang mempunyai resiko kerja tinggi
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2. Berdasarkan kesepakatan, nilai resiko ditetapkan sesuai

kelompok berikut ini :

Grade Index Kelompok

Karyawan yang bekerja di kantor, tata
Grl 2 usaha / administrasi, loket, rekam

medik dan kasir

Karyawan yang bekerja di Gizi, Farmasi

Gr il 3 dan IPS
Karyawan yang bekerja di rawat inap,
Gr III 4 poliklinik / rawat jalan,laboratorium,
ICU, ambulan, kamar mayat.
Gr IV . Karyawan yang bekerja di UGD,OK, VK,

Radiologi, VCT, Perinatologi

3. Dikalikan Rating 2

e. Berdasarkan Tingkat Kegawatdaruratan (emergency index);

1.

Merupakan nilai index berdasarkan keterikatan waktu selalu siap
siaga ( respon time pendek)
Berdasarkan kesepakatan, nilai resiko ditetapkan sesuai

kelompok berikut ini :

Grade Index Kelompok

Karyawan yang bekerja di kantor,
Grl 2 tata usaha, loket, rekam medik,

farmasi, kasir

Karyawan yang bekerja di poliklinik
Gr 1l 3 / rawat jalan, gizi, kamar mayat,

VCT dan fisioterapy

Karyawan yang bekerja di instalasi

pemeliharanaan sarana (IPS), rawat

Gr III 4
inap, radiologi, ICU dan
laboratorium
Karyawan yang bekerja di UGD, VK,
Gr IV S Y yane !

OK, perinatologi dan ambulan

Dikalikan Rating 2



(1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

f.
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Berdasarkan Jabatan Yang Disandang (position index);

1. Merupakan pemberian index berdasarkan jabatan atau
tanggungjawab yang diemban.

2. Berdasarkan kesepakatan, nilai jabatan yang disandang

ditetapkan sesuai kelompok berikut ini :

Jabatan Yang Disandang Index
Struktural 12
Kepala Ruang 10

Pelaksana Fungsional

Pelaksana Administrasi

3. Dikalikan Rating 2

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 10

Pegawai baru 1 (satu)sampai dengan 3 (tiga)bulan belum mendapatkan jasa
pelayanan, 4 (empat) bulan mendapat 25%, 5 (lima) bulan mendapat 50%,
6 (enam) bulan mendapat 75% dan bulan ke 7 (tujuh) mendapat 100%.
Pegawai yang cuti / tugas belajar lebih dari 1 (satu) bulan berhak
mendapatkan setengah ('2) jasa pelayanan tidak langsung dan tidak berhak
mendapatkan insentif jasa pelayanan langsung.

Pegawai yang cuti / tugas belajar lebih dari 3 (tiga) bulan tidak berhak
mendapatkan jasa pelayanan.

Pegawai yang cuti diluar tanggungan negara / karena sesuatu hal tidak
bisa menjalankan tugas tidak berhak mendapatkan jasa pelayanan.
Pegawai yang tidak masuk lebih dari 5 hari tanpa alasan maka
diperhitungkan sesuai hari masuknya dibagi hari kerja dalam 1 bulan
dikalikan perhitungan jasa pelayanan yang diterima.

Karyawan dalam ketentuan pada ayat (3) dan ayat (4) digantikan oleh
karyawan yang setara, maka jasa pelayanan adalah hak karyawan
pengganti, juga jasa pelayanan langsung adalah hak dari karyawan

pengganti.
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(7) Karyawan yang terbukti melanggar atau menyalahgunakan kewenangannya
jasa pelayanan langsung maupun jasa pelayanan tidak langsung dipotong
sebesar 50% (lima puluh persen) sampai dengan sanksi dicabut.

(8) Karyawan membocorkan rahasia rumah sakit kepada pihak luar, jasa
pelayanan langsung maupun jasa pelayanan tidak langsung dipotong
sebesar 50% (lima puluh persen)sampai dengan sanksi dicabut.

(9) Karyawan yang terbukti menggunakan narkoba, jasa pelayanan langsung
maupun jasa pelayanan tidak langsung dipotong 100% (seratus persen)
sampai dengan sanksi dicabut.

(10) Karyawan yang anarkis, jasa pelayanan langsung maupun jasa pelayanan
tidak langsung keduanya dipotong 50% (lima puluh persen), sampai dengan

sanksi dicabut.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Direktur RSUD
Dolopo Kabupaten Madiun, Nomor : 188.45 / 142.B / 402.213 / 2016 tentang
Remunerasi Jasa Pelayanan RSUD Dolopo Kabupaten Madiun, dicabut dan

didinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Ketentuan dalam Peraturan Bupati ini berlaku untuk jasa pelayanan mulai

bulan Januari 2017 dan secara periodik akan disempurnakan.
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Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dalam Berita Daerah kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
Pada tanggal 3 Januari 2017

BUPATI MADIUN,

ttd

MUHTAROM

Diundangkan di Madiun
Pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH

ttd

Ir. TONTRO PAHLAWANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19651110 199208 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2017 NOMOR 1 B

SALINAN
Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

WIDODO,SH,M.SI
Pembina Tingkat I
NIP.19611215 198903 1 006




